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Kata Pengantar

Salah satu tujuan utama kebijakan publik adalah menyelesaikan 
masalah publik, yang mana masalah ini cenderung wicked 
problem sehingga memerlukan kebersamaan para pemangku 

kepentingan untuk memahami batasan-batasan masalah tersebut. 
Masalah ini muncul seperti itu, karena kompleksitas dan dinamika 
publik yang terjadi, terutama adanya tuntutan publik akan pe-
nyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas pada 
satu sisi dan keterbatasan sumber-sumber daya yang dibutuhkan 
dalam penyelenggaraan tersebut pada sisi lain. Hal ini juga dapat 
ditunjukkan munculnya kepentingan-kepentingan publik yang 
sangat bervariasi, ada kepentingan publik yang bersaing dan bahkan 
kepentingan yang saling kontradiksi. Kesemuanya ini perlu menjadi 
perhatian para penentu kebijakan untuk penyelenggaraan pelayanan 
dan kebijakan publik yang efektif dan e!sien. 

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan 
pelayanan dan kebijakan publik bukan lagi domain pemerintah 
semata sebagaimana era klasik administrasi publik, tetapi perlu 
keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya untuk efektivitas 
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penyelenggaraan tersebut. Hal utama yang menuntut keterlibatan 
mereka adalah kemampuan pemerintah tidak memadai lagi se-
bagai penyedia dan atau penyelenggara utama pelayanan dan ke-
bijakan publik. Dalam hal ini, pemerintah memiliki keterbatasan 
sumber-sumber daya untuk penyediaan barang-barang publik dan 
peneyelenggaraan yang efektif dan e!sien. 

Public governance merupakan salah satu perspektif administrasi 
publik yang berfokus pada partisipasi publik untuk penyelenggara-
an pelayanan dan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Hal 
ini diperlukan keterlibatan swasta dalam penyediaan barang-
barang publik atau pelayanan publik dalam bentuk public private 
partnership, dimana program tersebut memerlukan pembiayaan yang 
besar dalam penyelenggaraannya. Perspektif ini pula menghendaki 
pendelegasian fungsi penyelenggaraan kepada masyarakat (lembaga 
swadaya masyarakat) atau swasta, karena mereka memiliki kapasitas 
dan sumber-sumber daya yang memadai untuk hal tersebut. Selain 
itu, ia juga menekankan pemanfaatan bersama sumber-sumber 
daya yang dapat dijadikan strategi penyelenggaraan pelayanan dan 
kebijakan publik yang efektif dan e!sien. 

Buku ini juga menunjukkan perspektif lain dari studi ke-
bijakan publik, seperti perspektif dan teori-teori governance untuk 
menjelaskan fenomena kebijakan publik. Berkaitan dengan hal ini, 
buku ini meliputi dua bagian, yaitu bagian pertama tentang perspektif 
dan teori governance dan kebijakan publik. Bagian pertama ini 
terdiri dari empat bab, yaitu bab 1 tentang perspektif governance dan 
kebijakan publik. Bab ini membahas pengertian dan ruang lingkup 
governance, termasuk perspektif dan strategi governance dalam 
menghadap masalah publik yang cenderung wicked problems. Bab 
2 berbagai model dan teori governance dalam kebijakan publik. 
Pada bab ini membahas tentang berbagai model governance dalam 
kebijakan publik dan teori-teori governance yang menjelaskan pe-
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nyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik. Bab 3 membahas 
tentang kompleksitas sebagai ciri utama yang melekat pada per-
spektif jaringan terutama pada jaringan kebijakan yang meliputi 
banyak aktor yang memiliki kepentingan yang bervariasi, mulai 
kepentingan yang searah, kepentingan bersaing, dan kepentingan 
yang kontradiksi. Bab 4 yang merupakan bab terakhir dari bagian 
ini berfokus pada perspektif jaringan dan kebijakan publik, yang 
membahas tentang penyelesaian masalah kebijakan, - wicked problem 
tidak memungkinkan lagi diselesaikan oleh pemerintah sendiri te-
tapi diperlukan sumber-sumber daya penting yang dapat diperoleh 
melalui jaringan antar aktor kebijakan. 

Bagian kedua tentang studi kasus governance dan kebijakan 
publik. Pada bagian kedua ini menampilkan tulisan dari hasil-hasil 
penelitian yang dibiayai oleh Kemenristek-Dikti yang sebagian besar 
sudah dipresentasikan atau sudah terbit pada jurnal bereputasi 
internasional. Bab 5 tentang manajemen kompleksitas untuk ke-
bijakan ketahanan pangan di Indonesia. Bab ini kompleksitas yang 
terjadi pada ketahanan pangan di Indonesia di jelaskan melalui  
Resource-based strategy. Artikel ini telah dimuat pada salah satu jurnal 
bereputasi internasional yang ditulis bersama dengan Dr. Novayanti 
Sopia Rukmana, M.Si dan Dr. Gita Susanti, M.Si dan merupakan 
output penelitian Skim Disertasi Doktor Kemenristek-Dikti Tahun 
2020.  Bab 6 tentang kolaborasi lintas sektor dan kinerja kebijakan yang 
berfokus pada sistem birokrasi dan pertukaran sumber-sumber daya 
dalam jaringan kebijakan. Kolaborasi lintas sektor yang diperankan 
oleh TKPKD menunjukkan pertukaran yang terjadi tidak didasarkan 
pada kepentingan pencapaian tujuan melainkan pertukaran tersebut 
berjalan secara hirakis. Bab 7 tentang analisis proses dan struktur 
kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan. Analisis ini 
menunjukkan proses internal baik formal maupun informal tidak 
terbangun dengan efektif; dan proses eksternal baik formal maupun 
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informal berupa struktur kolaborasi mengalami hal yang sama.  
Bab 8 menganalisis implementasi kebijakan dengan menggunakan 
Model Collaborative Governance dari Ansell & Gash. Kemudian, Bab 
9 menjelaskan strategi kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan 
akuntabilitas kebijakan publik. Bab 10 merupakan bab terakhir 
menjelaskan instrument kebijakan sebagai strategi untuk perubahan 
perilaku para aktor Local Governance.

Rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT yang 
telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan buku ini. 
Demikian pula, buku ini terwujud atas kontribusi dari berbagai 
pihak yang meliputi teman-teman dosen, mahasiswa bimbingan 
pada Program Pascasarjana Administrasi Publik (S2-S3) Universitas 
Hasanuddin. Oleh karena itu, ucapan terima kasih saya sampaikan 
kepada mereka yang tidak sempat disebutkan namanya satu per 
satu. Kemudian, ucapan terima kasih saya tujukan kepada saudara 
Muhammad Hidayat Jabbari (Yayat) dan Anakda Helmy Gani yang 
telah membantu proses penyelesaian buku ini. Kemudian, ucapan 
terima kasih yang tak terhingga saya tujukan kepada keluarga saya, 
Adawiah, SH (istri) dan Muharramah Alwiah, Aenun Rijal Alwiah, 
dan Aqilah Alwiah (anak) yang telah memberikan dukungan 
besar dalam proses penyelesaian buku ini. Hal yang sama kepada 
kedua orang tua saya, Abd. Azis (Alm.) dan Hj. Ibada yang selalu 
mendoakan untuk kesehatan dan keberhasilan anaknya. Demikian 
juga, kepada kedua mertua, H. Alimuddin Yunus dan Hj. Samiah 
yang selalu mendoakan dan mendukung semua upaya saya.   

Terakhir, semoga buku ini memberikan manfaat dalam pe-
ngembangan studi kebijakan dan manajemen publik. Aamiin YRA. 

Makassar,  Mei 2022
Penulis,
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